
orq gs TUqs Pobl d;

cbu@bn Da5;

( Lamb.6n Ne@6 -Rseubfi

Nomoi 3041) ssbaia,mana
q Nomor 4i rahun

reee ( Lembaran NeoaE Reoub n

nd q llfrba€;
k h6Ega Niho;

llgmbE^Neoa€Reo,hr
ra i6;h6i r ";-,"

ohoi 3 rs'u. 2oo5
renranq PeneiaEn PersuEn Pemein

PefrannEhtr D*; nMEdN{ra Ra,ub r rndm;sa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 1? TAHUN 2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSL 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang a. bawa sebag@i pelaksanan urusan Peerintah daera 
sesuar dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu 
untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah 

b batwa berdasarkan pertimbangan sebagaima1a imak.sud 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
embantukan, Susunan Organisasi, Tugas poxok dan 
Fungi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara 

tentang 
Dalam 

Tahun 1950 
Kabupaten 

1 Udang-Undang Namnor 13 
pambentukan Daerah-daerah 
Lingkungpn Propinsi Jawa Tengath 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nmor 55, T3mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo; 3041) gebagaimana 
telah diubah dongan Undang-Undang Nomor 43 Thur 
1999( Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890) 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 
4389) 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahu 2004 tentang 
Pemerintanan Daerch (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomnr 125, Tanbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 4437) gabagaimana 
elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Persturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas UJndang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 200 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom0r 4548 

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat dan 
Daerah ( Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tehun 
2004 N0mor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom0r 4438) 

6. Pecaturan Pererintat, Nomor B Tahun 2003 tantang 
edoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran 
Negara Repubhik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4262) 

7peraturan Pemerintah Nomor 9 Tatun 2003 tentang 
wWewenang Pengangkatan, ewnindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeni Sipit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4263 

8. Peaturan Pemerintah Nomor 58 Tahu.n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tatun 2005 Nmgr 140, Tarbahan 
Le0bar an Negara Republik Indonesia Norr 4578) 

g eraturan Pemeritah Nomor 79 Tahu 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengewas.an Psnyelenggaraan 
emerintahan Daerah (Lembaran Negar% Republik 
Indonesia Tahun 200S Nmor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomr 4593) 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cars Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomer 466.3 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATL JEPARA 

Menetapk.an 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNS 
DAERAH KABUPATEN JEPARA 
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BAB 

KETEN TUAN UMUM 

Pa#al f 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Derah kabupaten Jepara 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 
3 Bupati adalah Bupati Jepara 
4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
5 Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yarea 

bertanggungiarwab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pererintahan yang terdiri dani Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi among Prajg sesuai dengan 
kebutuhan Daer ah 

6. Lombaga Teknis Daerah adalan Unsur penunjang emerintah Daerah yang 
berbentuk Badan dan Kantor 

7Kepala adalah Kepala Lembaga Tekmis Daerah 
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lerbaga Teknis Daerah yang 

berbentuk Badan 
9. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga 

Tekxis Daerah yang berbentuk Badan, 
10.Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Lembaga Teknis Daerah yang 

berbentuk Badan 
11.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Lembaga Teknis Daerah yang berbentu 

Kantor 

8A8 Il 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daer ah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dart 
f BAdan Perencanan Pembangunan Daerah 
2 Badan Pengawasan Daerah 
3. Balan Kepegawaian Daerah 
4. Sadan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Data Elek@torik 
5. Baden Pengelolaan Keuangan Daerat 
6. BAdan Satuan Polisi among Praia dan Perlindungan Masyarakat 
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sogigl 
8 Kantor Keluarga Berencana Dacrah 
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KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 3 

Badan Perencanas Pembangunan Daerah selanijutnya dalam Persturan Daerah in 
disebut BA9PEDA adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daer ah di 
bi0dang perencanaan pembangunan Daerah1 yang dipimpin oleh seorang /Kepala yang 
berada ibarwah darn bertanggugiawab epad.a Bupati melalu Sekretans Darrah 

Pasal 4 

BAPPEDA mhempuryai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemeritah 
Daerah dibidang perencanaan pembangtunan 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas8l 4, BA,p£DA 
mempuryai fungsi 
a perumusan kebijgkan teknis dibidang perencanaan pembangunan 
b oorinasi perencaan seTua pera0gk.at daerah dalam ling kungan Pemenintat 

Daerat 
c. perryelenggaraan peeitian untuk kepentingan per enCanaan pembagun.a di 

daerah 
d penyusungr Rencana Pembangunan Daerah 
e. koordinasi [oporan pelasanaan tu9as pembanu.an darn DekDnsenrasl 
f pelaksanaan ketatausah%an 
g. pengumpulan dan pengetolaan data 
h penyusunan statistik daerah 

pelayanan umnurm di bidangya 
pelasana.an tug8s-t1gas lain yang iberi.an oleh Bupati sesuai 0den1gan tgas 
darn fungsinya 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1)Susunan Organisasi BAPPEDA terditi dari 
a Kepala 
b. Bagian Tata Usaha. terdini dari 

Sub Bagin Perencanaan dan Evaluasi 
2 Sub Bagian Umum 

• Bidang Pererintahan dan Sosial Budaya, terdii dart 
1 Sub Bidang Pemerintahan Umum 
2. Sub8idang Sosiai Budaya dan Pendidikae 

d. Bidang Ekonomi, terditi dari 
1 Sub Bidang Indagop 
2 Sub Bidang Pertanian 
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e. Bidang Prasarana dan eta ruang, teriri dart 
1 Sub Bidang Pekerjaan Umum 
2 Sub Bidang Penataan Ruang dan Sumber Daya Nan 

f. Unit Pelaksana Tekni (UPT), terdint dart 
1 UPT Penelitian Pengembangan 
2 UPT Data dan Statistik 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertangngiawab kepada Kepala BAPPEDA 

(31tMaging-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah an 
bertanggungjawab kepada Kepala BAEDA 

(4)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah darn bertanggungiawab kepada Kepala Bagian Tat U$aha 

(5)Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya 

(6)4aging-masing UPT ipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertangoungijawab kepada Kepala BAPPEDA 

(7)Kelomnpok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditun.juk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab kepala 
Kepala BAPPEDA 

(8) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Tercantum dalam lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 
Peraturan Daerah ini 

BAB IN 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN PENGAWASAN DAERAH 

Bagian Pertamna 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 7 

Badan Pengawasan Daerah selanjutnya dalam Peraturan daerah ini disebut 
BA\yASDA merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang 
pengawas.an daerah yang dipimpin oleh «orang Kepaln yno9 beta(ta dibawah la 
bertanggungiawab kepada Bupati molal Sekretanis Daoral 

Pasal 8 

8AWASDA mempunyai tugas pokok merbantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah dibidang pengewars.an internal daerah 
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Jntuk mnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasl 8, BA\WAS9A 
mempunyai fungsi 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan 
b. peryelenggaraan pengawasan Pererintah Daerah 
c pelaksanaan pereriksaan terhcap tugas Pemerintah Daergh 
d. penguja dan penilaia atas ebenaran lap0ran berkala dan atu insider ti dari 

setiap tugas perangkat daerah 
e. pengusutan mengenai ebenaran lap0ran ata pengadu.an terha0dap 

penymparngan atu pen1yal.ah'gun.aan dib/dang perenin&ah an, per ek0Dorian 
esejahteraan sosial, aparalur pedapatan dan kek.ayaan 

f. pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawas.an 
Daerah 

g. pengeloiaan urusan etataursaha.a0 
h pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

pelaksangan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
darn fungsinya 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 10 

(1)Susunan Organisasi BA\WASDA terdini dari 
a. Kepala 
b. Bagian Tata Usaha terdini dari 

1 Sub Bagian Perencanaan dan Evalusgi 
2. Sub Bagian Umum 
Bidang Pengawas.an Pernerintahan darn Apar atu terdini dari 
1 Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan Umum 
2 Sub BidangPengawasan Aparatur 

d Bidang Pengawas.an Pembangunan dan Perekonormian, teriri dart 
1. Su Bidang Pengawassn Perekonomign, Sosial Budaya dan Pendidik.an 
2. Sub Bidang Pengawasan embangunan 

e. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdint dart 
f Sub Bidang Pengawasan Keuangan Daerah 
2 Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah 

f Ketompok Jabatan Fungsioral 

(2)Bagian Tata tsaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggongirwab kepada Kepala BAWASDA 

(3)Masing-masing Bidang dipirnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kpal BA\WAS9M 

4)Masing-mnasing Sub Bagian dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawat 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha 

(5)4Masing-masing Sub Bidang dipirnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiarwab kepad.a Kepala Bidang yang membawatira 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipirpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oloh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada 
Kepala BAWASDA 
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(7)Bagan Susunan Organisasi BAWASDA sebagaimana dimaksud pa. ayat (1) 
trcantum pada Lampiran I yang mnerupakan bagian tidak terpisahkan %e Peraturan Daerah ii 

BAB V 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASL 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok den fungsi 

Pasal 11 

Badan Kepegawsign Derah selanjutnya dalam eraturan Daerah ini disebut BKD 
merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang 
kepegawaian yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada ibawah dae 
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretatis Daerah 

Pasal 12 

BKD mhempurryal tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pementah 
Daerah di bidang formasi, pengadaan, mutasi, pengemntangan kare 
pemberhentian, pendidikan dan latihan, pensiun dan pembinaan kepegawran 

Pasal 13 

Urtuk meryelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pass] 12 KO mempunyi fungsi 
a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegrwaign 
b. perumusan kebijakan, pedoman dan petuniuk teknis dibidang kepegawsign c perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaige 
d. pelayanan administrasi dibidang epegawaign 
e. pelaksanaan pernbinaan jasmani dan rohani 
f. peningkatan kesejahteraan pegawal 
g. pemberian sanksi/ penghargaan kepada pegawat 
h. pelaksanaan an penyusunan kebigksanaan pedoman dan petuniuk tel%e perdiikan darn latihan peg6wai 

pengel0laan sistemn informasi kepegawaian daerah 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dihitan kpo,we 

k pengelolaan urusan ketatausahaan 
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsiya 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

PAsal 14 

(1) Susunan Organisasi BKD terditi dart 
a. Kepala 
b. Bagin Tata Usaha. terdini dati 

1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluagi 
2. Sub Bagian Umum 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdii dart 
1 Sub Bidang Perencanaan dan Farmasi 
2. Sub Bidang Jabatan, Pengtargaan dan Tanda Jasa 

d. Bidang Mutasi Pegawai, terdin art 
Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatar 

2 Sub Bidang Pemindahan da Pernberhentian/Pensiun 
e. Bidang Kesejahteraan dan Pengolahan Data, terdiridge, 

1 Sub Bidang Pembirasn dan Kesejahteraan 
2. Sub Bidang Pengolahan dan Penyaijan Data 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT Pendidikan dan Latihan (Dilat')) 
g Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang beracda di bawah darn 
bertanggungiawab kepada Kepala BKD 

(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepal BKD 

(4)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh s@orang Kepala yang berada di bawat 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha 

(5)Masing-masing Sub Bidang dipirnpin oleh seorang Kepala yang berada di barwah 
dan bertanggungiawab epada Kepala Bidang yang membawahinya 

(64PT piklat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dee 
bertanggungijawab kepada Kepala BKD 

(7)Kelompok Jabaian Fungsional dipimpin oleh georang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oloh peiabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepads Kepala BKD 

(8) Bagan Susunan Organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada lampiran Ill yang merupakan bagian tidek terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini 
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BAB VI 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSIDAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK 

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 15 

Badan Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik selanjutnya dalmn Peraturan Daerah 
ini disebut AP ADE merupakan ursur pelaksana tugas tertentu Pemerirtah Daerah 
dibi dang per pustakaan, arsip dan data elektronik yang dipimpin oleh seorang Kepals 
yang berada dibawah dan bertanggung jarwab kepada Bupal melalui Se#retanis 
Daerah 

Pasa/ 16 

BAPADE memnpunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pererintat 
Daerah dibidang perpustakaan, arsip dan data elektrornik 

Pasal 17 

Untuk merryelenggarakan tugas sbagaimana dirnak sud delamn Pa$al 16 BAA0£ 
mempunyai fungsi 
a. perumusan kebjak.an teknis dibidang perpustaKaan, ars.ip dan data eer0nik 
b pegelolaan1 darn pen1gen4al.an data elektonik, asip dan perpustakaan daerah 
¢ pembinaan birbingan dibidang kearsipan, porpustakaan, sistem informas 

manaijemen dan telematikg 
d. pen7yapan data elektr0nil, arsip dan Dahan pustak.a karya cetak dan karya rekar 

daerah 
e. penyelengaraan kerjasarna pengelolaan per pustakaan, a1sip 0da pen1gel0laan 

data elektroni dan pemelihara.a0 
f pengendahian, pengoperasian dan perelihara@in korTputer perenoaa.an dan 

pengadaan perangkat keras / lunak kormputer 
g peyusunan dan analisa data serta penyiapan darn pege0Dagan Der bagal 

sistem aplikasi, 
h distribusi data dan informasi melahui janingan Intranet darn internet 

pelaksanaanuru8an tata us$a%a 
] pelayanan umum dibidang/ya 
k. pengadaan, perarwat.an darn1 pe0ya/an baha-bah.an pustalk.a 

penataan dan pencatatan bahan pustaka dan referensi 
m. pengaturan manay6en1 perpsak.a.an1, a0sip 1an data elektronik 
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Supati sesuai t gas dan 

tungsinya 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 18 

(1Susunan Organrsasi BAP ADE, terdin dati 
a. Kepala 

7 
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b. Bagian Tata tsaha, terditi tar 
1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
2 Sub Bagian Umum 

c Bidang Perpustakaan Daerah, terdiri dari 
1. Sub Bidang Akuisisi dan Pengolah 
2. Sub Bidang Pelayanan den Referensi 

d. Bidang Arsip Daerah, terdiri dari 
1.Sub Bidang Pembinaan Kearsipan 
2 Sub Bi@dang Pengelolaan Arsip 

e Bidang Data Elektronik, terdiri dari 
1. Sub Bidang Sistim Informasi Manajemer 
2 Sub Bid@ng Telematiea 

f Kelampok Jabatan Fungsibrat 

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
ertanggungiawab kepada Kepala BAPADE 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungiawab kepada Kepala BAP ADE 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha 

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya 

(6]Kelornpok Jabatan Fungsional dipimpin oleh georang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab kepada 
Kepal BAADE 

(7)Bagan Susunan Organisasi BAPADE sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan art 
Peraturan Daerah ini 

BAB VII 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISAS 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertsmna 

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 19 

Badan PengelolaAN Keuangan Daerah slanijutry datam Poratutan Daorah in 
disebut BPKD mnerupakan unsur pelaks.ana tugas fertentu Perentah Daerah 
dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpmn oleh seorang Kepala yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melali Sekretaris Daerah 

Pasal 20 

BPKD mnempunyai tugas membantu Bupati dalam peryelenggaraan Pemerintat 
Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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14)Masns masins sub Baoan dpmpi oshb ah dan betunqqunoi'lab kDada xeDa a

1s)Masing.tu3is Sub 3'dans dipimpn oeh

±-ya rgs 
a peryusunan dan peigksanaan kepiakan pengeiolagar Keuangan Daera 
b penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan A9Bp 
c pelaksanaan perungutan Pajak 
d pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daera 
e. peryusunan Laporan Keuangan Daerah (dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan AP9p 
f. penwelenggaraan administrasi pemeritahan di bidangnya g pelaksanaan ketatausahaan 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas an fungsinya 

Bagian Kedua 

Pa#al 22 

(1)Susunan Organisasi BPKD terdiri dart 
a. Kepala 
b. Bagian tata Usaha, terdii dart 

l Subbag Perencanaan dan evaluasi 
2 Subbag Umum 

c. Bidang Anggaran, terdirt dari 
1 Sub Bidang Perencanaan 
2 Sub Bidang Pengendalian 

d Bidang Perbndaharaan den Kas Daerah, teriti dari 
1 Sub Bidang Perbendaharaan 
2. Sub Bidong Kas Daerah. 

e. Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah, terdint dart 
1 Sub Bidang Pendapatan 
2 Sub Bidang Kekayaan Daerah 

f Bidang Akuntansi dan Verifkasi, terdiri dart 
1 Sub Bidang Akuntansi 
2. Sub Bidang Verifikasi 

g. UPTPemungutan Pajak 
h. Kelompok jabatan Fungsi/al 

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh s@orang Kepala yang berada di bawah dan 
bertang9ungiawab kepada Kepala BKD 

(31Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungiawab kepada Kepala BPKD 

(4)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada u 
bawah dan bertang9ungiawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha 

(5)4Msing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggungijawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya 
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(6)14pr perungutan Pajak dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala BPKD 

(7)kKelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab kepada 
Kepala BPKD 

(8) Bagan Susunan Organisasi BPKD sebagaimana dimnaksud pads ayat (1) 
tercanun dala Lamp/ran V, yang merupakan bagian tidak terpisahk.an dafl 
Peraturan Daerah in 

BAB VII 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK. FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLNDUNGAN MASYARAKAT 

Bagian Pertama 

Kedudukgn, Tugs Pokok den Fungs 

Pasat 23 

Badan Satuan Polisi Pamong Praia dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya 
dalam Peraturan Daerah ini disebut Baa Satpo! pp dan Linmas mnerupa.kan 4nu 
pelaksana tugas iertentu Pemerintah Daerah dibidang Pemeliharaan dan 
Pemelenggaraan Ketenteraman dan etertiban (rum serta perfindungan 
maarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertangungiawab kepada Bupati metalui Sekretaris Daerat 

Pasal 24 

Badan Satpo4 Pp darn Limas mernpunya togas membartu Bupati 0dalam 
penyeleng9araa1 pemnerint.ah daer@h dibi0dang Perneliharan dan Peryelenggaraan 
Kgtenterara an k@tertibgn Urrurserta per/in1lung.an mnasarakat 

Pasal 25 

Jntuk meryelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Passi 24 Badan 
Satpol pp an Linmas mempunyai fungsi 

a Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketenteramnan, etertiban dar 
perlindungan mas ya.r a.k.all 

b. perumusan an pelaksanaa0 kKebijak.an teknis perehihara0in dan 
penye09gar@an ketenter aman dan ketertiban urum 

c. perurTuSan da p0laks.a0aan kebijak.an teknis perlindungan masyarak.al 
d pelaksa0a8n1 p000gakan p060la0 (lwnh so/a pater nn porn1on2 ii/,10 

yang berlaku di tingkungan pemerintah daerah 
e pembinaan polisi pamon praja di lingkungan Pemerintah Daerah 
f pembinaan Satuan perindungan masyarakat di daerah 
g. penanggula9an bencana alam dan rehabilitasiya 
h peyelenggaran tat.a uSadan urtsan kerurmnahtangga80 

penya an baan ebijak.an pro/a 
j koordinasi pelaksanaan tugas 
k pelaksanacn tugas-tugas lain yang di berikan leh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya 

7 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 26 

(1)Susunan Organisasi Badan Satpoi PP dan Linas terdiri dari 
a. Kepala 
b. Bagian Tata Usaha terdini dart 

f Subbag Perencanaan dan evaluasi 
2 Subbag Umum 

e. Biedang Saluan Palisi Pamong Praia, tordii dari 
1 Sub Bidang Pengembangan Kapasitas 
2 Sub8idang Pembinaan dan Operasi 

d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terditi dart 
1 Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana 
2. Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Mayarakat 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(21Bagian Tata Usaha dipirnpin oleh s@orang Kepala yang berada di bawah dan 
bertang9ungiawab kepada Kepala Badan Satpol PP dan Linmas 

(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh sorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertenggungjawab kepada Kepala Badan Satpol PP can Linmas 

(4Masing-masing Sub 8agian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggugiawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha 

(5)Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepatg Bidang yang membawahinya 

(6) Klompok Jahatan Fungsional dipimpin oleh sacrang tenaga fungsional senior 
yang ditunijuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab kepada 
Kopala Badan Satpo pp an Linmas 

()Bagan Susunan Organisasi Bad.an Satpol pp an Limas sebagaimana 
dimaksud pada aryat (1) tercantum pada larnpiran VI yang merupakan bagian 
idak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

BAB IX 

KEDUDUKAN, TUGAS POOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASL 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Ragan Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fung 

Pasal 27 

Badan Kesatua Bangsa dan Kesejahteraan Sosial selanyutrya dalam peaturan 
Daerah ini disebu BAKES8ANGSOS merupakan unsur pelaksana tugas tertent 
emerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial dipimpin 
oloh seorang Keoala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretanis Daerah 

7 
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Pasal 28 

BAKE8BANGS0S mempuryai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sogial 

Pa#al 29 

Untuk menyelenggar akan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pesa] 28 
BAKE3BANGSOS mempunyai fungsi 
a. Penyusunan pedoman dan petuniuk teknis dibidang Kesatuan Bags.a dan 

Kesejahteraan Sosial 
b. perumusan dan pelaksanaan kebijak.an fa siltasi hubungan atar lembaga 
c perumus8an dan pelaksanaan ebijak.an fasilitasiperanap.an1 e.satuan1 Dan9Sa 
d perurusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasipenanganan masalah aktual 
e penyusunan pr0gram, pen ga0wars.an 0an evaluasi dibidang kesatuan bang5a 
f permbinaan an pen9embangan kesejahteraan s0sial 
g. penyelenggaraar pelayanan an rehabilitasi serta bantuan sosial, penyandang 

masalah sosia' 
h perizinan dibidang pengumpulan uang/barang/sumbangan lainnya 

perneliharaan ta0nan mak.am pahlwan di darer 3t 
] pembinaan nilai kepah/awa.nan, ejuagan dan persatuan bang$% 
k. pemberdaya8n 0/ga0i$a8i $0sial dan emasyarak.atan 
• penyelenggaraan tata usaha dan urusan kerumahtanggaan 
m penyaiian Dahan kebijaan pimpinan 
n k0ordinasi pelaksanaan tugas 
0. pelaksaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

tungsinya 

Bagian Kedus 

Susunan Organisasi 

Pasal 30 

(1) Susunan Organisasi BAKF 3BANGSOS terii dart 
a Kepala 
b.Bagian Tata Usaha terdin dart 

1 Subbag Perencanaan dan evaluasi, 
2 Subbag Urum, 

• BidangKesatuan gangsa, terdii dar 
1 Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual 
2. Sub 8idang Pubungan Antar Lembaga dan Dermokratisasi, 

d BidangKesejahteraan Sosial terdiri dart 
1 Sub Bidang Bimnbingan Penyuluhan Sosial 
2 Sub Bidang Rehabitast dan Peloyanan Sosot 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2Bagian Tata Lsaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berade di bawah an 
bertanggungjawab kepada Kepala BAKES8ANG$SOS 

(31Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertangungijwab kepada Kepala BAKE8BANGS0S 
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(4)tMasing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
den bertanggungijawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha 

(5)Masing-mnasing Sub Bidang dipimpin oteh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiarwab kepada Kepala Bidang yang membawahinya 

(6)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwerang dan bertanggungiawab kepada 
Kepala BAKESBANGSOS 

(7)Bagan Susunan Organisasi BAKES8ANGSOS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani 
Peraturan Daerah ini 

BAB X 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK. FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR KELUARRGA BERENCANA DAERAH 

Bagian pertama 

Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsl 

Pasal 31 

Kantor Keluarga Berencana Daerah selanjutnya dala Peraturan Daerah iri disebut 
Kantor KBD adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah i bidang 
pemberdayaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera 
dipimnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah 

Pasal 32 

Kante KB mhempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan 
melak.sa0a.an pengendalian, pengelolaan pr0grarmn dan peberdarya.an keluarga 
berencana serta pembangunan kelaarga sejahtera di Daerah 

Pasal 33 

Untuk menyelengrarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor 
KBD mempunyai fungsi 

a penyusunan kebijakan operasional di bidangnya 
b koordinasi keg@tan fun1gs/opal perberdaya.an1 keluarga Derencana dan eluarga 

sejahtera 
c pelayan8a p0gr am oluarga Drona don kolutgo Sh http 
d penyusunan program, evaluasi dan lap0rare 
e. pelasanaan urusan ketatau$a0an1 den eurah&a9aan 
f pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 34 

(1) Susunan Organisai Kantor KBD terdii dari 
a. Kepala 
b. Sub Bagian Tata Usaha 

Seksi Pemberdayaan Kelugrga Berencana 
d Seksi Pembina@an Keluarga Sejahters 
e Seksi Data dan traumasi 
f. Kelemnook Jabatan Fungsional 

(2) Su Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertangngijarwab kepada Kepala Kantor KBD 

(3] AMasing-masing Seksi dipimnpin oleh gseorang Kepala yang berads di bawah dan 
bertanggungiarwab kepada Kepala Kantor K8D 

(4) Kelompok abatan Fungsioral dipirpin oleh seorang tenaga fun9sional semi0r 
yang diturijk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Kantor K8D 

(5) Bagan Susunan Organisasi Kantor KBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lamnpiran VII! yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini 

BAB XI 

TATA KER.JA 

Pasal 35 

Dalgmn melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Klompok 
4abatan Fun1gsional pada Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan1 p/in1sip-p/11$lip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar satuan organisasi sesuai tug.as dan funginya 

Pasal 36 

Setiap pirnpinan satuan 0rga0Ya$i wag.b men1grwasi barwahannya nasing-masing 
dan bila terjadi peryimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 37 

Setiap pimpinan stuan organisasr bertanggungawab 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikae 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

Pa#al 38 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan meratuhi petuniuk dan 
bertanggungiawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berk.ala 
tepat pada waktunya 
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Pas4l 39 

Setiap laporan yang diterimna oleh pirnpinan satuan organisasi dani bawahannya 
wa jib diolah an dipergunakan sebagai bah.an untuk penyuSun.an lap0ran lebih la jut 
an untuk memberik.an petuniuk kepada bawahannya 

Pasal 40 

Dalamn menyampaikan lap0ran masing-masing kepada atasan, tembusan lap0ran 
wajib disampaikan pula kepada saluan organisasi lain yang secara fungsional 
mempuryyai hubungan kerja 

Pas 41 

Dalam melaksanekan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi ibantu oleh 
satuan organisasi di bawahnya dan dalern rangka memberikan bimbingan kepada 
bawah.an masing-nasing wajib rengadark.an1 fapat Derk.ala 

BAB XI 

KEPEGAWALAN 

Pasal 42 

Jenjang jabatan, epangkatan, susunan kepegawaian dan pengangkatan dalarn 
jabatan ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

8AB XL 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pas4l 43 

Periabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Lembaga Tekris Daerah diatur 
ebih lanjut dengan Peraturan Bupatl 

BAB XIV 

KE TENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Degan berlakurya Peraturan Daer ah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugs okok 
tanfungsLomba9a Ioknee Daah Kabupaten lepthatryatohn bah Dot lak 

Pasal 45 

Pelak$anaan1 lebih lanijut tari Peraturan Daerah ii itetapk.an 0lgh Bupai sesuai 
den9an ketenluan perundang-undangan yang Dela.ku 
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Pase 46 

Peature Daerah ini rulai berlaku parda taunggal diundangian 

gar setip orang mengetahuinya, mererintahkan pengundangan Peraturn Daerah 
ini dengan penernpatanrya dalam Lembaran Daerah 

ditetapkan di Jepar$ 
pada tanggal qata a007 

HEND RO MARTOJO 

Diundangkan d Jepara 
pads tanggal ¢ ua 2.007 

SEKRETARIS DAERA 

M. EFFENDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUJN 20O7 NOOR I 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I TAHUN 2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGI 
LE4MBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

pENJELASAN UMUM 

Dalam rangk pelaksanaan urusan wait maupun urusan pilihe 
Pererintah Daerah sebagaimana digtur dalam UJndang-undang Noor 32 
Tahun 2004 tentang Pererintahan Daer ah, dan hasi anglisa beban krig 
Perangkat Daerah, maka perlu dials.anakan penyesuaia-peryesuaian 
terhadap kelembagaan perangkat derah, termasuk dictalamnya Kelembagaan 
Lembaga teknis daerah. Untuk itu perlu meretapkan pembentukan, sustnge 
0organisasi, tugas pokok dan lungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara 

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 
cuup jelars 

Pasal 2 
cukup j0las 

Pa#al 3 
cukup jelas 

#al 4 
ukup jelas 

Pasal 5 
cukup jelgs 

Pasal 6 
ayat(1 

ukup jelas 

ayat (2) 
cukup jelas 

ayat (3) 
Cukup jelas 

ayat (4) 
cukup jelas 

ayat (5 
cukup jels 
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otuPFras

ayd (6)

I 

myat (8 
cuiup jetas 

ayat (7) 
yang dimaksud senior gdelah senior dalarmn kopangkatannya 

ayat (8) 
cukup jelas 

PAsal 7 
cukup jelas 

Pasal 8 
cukup jelas 

Pas8l 9 
cuiup jels 

Pae! 10 
ayat (1) 

cu#up jels 

ayat (2 
cukup jels 

ayat (3 
ukup jelas 

ayat (4) 
cukuIp jelas 

ayat (5 
cukup j0las 

@yet (6 
yang diraksud senior gdelgh senior dalam kepangkatannys 

ayat (7 
cukup jela$ 

Pasat 11 
cukup jels 

Pasal 12 
cukup jel.as 

Pasal 13 
cukup jelas 

Pasal 14 
ayat (1) 

cukurp jeles 

ayat (2 
cukup jelas 
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L L., .... �� 
ayat (3 

cukup jelas 

ayat (4) 
cukup jelas 

ayat (5) 
cu#up jel8rs 

ayat (6) 
cukup jea$ 

ayat (7 
yang diraksud senior adalah senior dala kepangkatannye 

ayat (8 
cukup jela 

Pasal 15 
ukup jelas 

Passl 16 
cukup jelas 

Pass! 17 
cukup jlas 

Pasal 18 
ayat (1 

cukup jel$$ 

yat (2) 
0ukupjelag 

ayat (3, 
cuktup jela 

ayat (4) 
cukup jelas 

ayat (5) 
ukup jelas 

ayet (6) 
yang dirnaksud senior adalah senior dalamn kepangkat.annya 

Pasal 19 
0ukusp jelgs 

Pasal 20 
cukup jelas 

Pasal 21 
cukup jel.gs 
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Pass 22 
ayat (1 

oukup jelas 

yat (2) 
ukuIp jelas 

ayat (3) 
cukup jelas 

ayat (4 
cukurp jelas 

ayat (5 
cukup jelas 

ayat (6 
cukup jelgs 

ayat (7 
yang diraksud senior adalah senior dalan kepangkatannya 

ayat (8 
cukup jelas 

Pasal 23 
cukup jelas. 

Pasal 24 
cu.kup jelas 

Pasal 25 
0ukurp jelgs 

Pasel 26 
ayat (1 

cukup jelas 

ayat (2) 
ukup jelg$ 

syat (3) 
cukup jelas 

ayat (4) 
cukup jelas 

ayat (5 
cukup jels 

ayat (6 
yang dinsksud senior adalah senior dalgm kepangkatanew8 

ayat (7 
cukup jelas 
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Pasal 27 

cukup /las 

Pesa 28 
cukup jelas 

Pasal 29 
cu#up jelas 

Pasal 30 
yat (1) 

cukup jelas 

ayat (2) 
cukup jelas 

eyat (3) 
cukup jelas 

ayat (4 
cukup jelas 

ayat (5) 
cu#up jels 

ayat (6 
yang diraksud senior adalah senior dalgn kepangkatanrya 

ayat (7) 
cukup jelas 

Pasal 31 
cukup jlas 

Pesa 32 
cukup jels 

I Pasal 33 
cukup jelag 

Pasal 34 
ayat (1) 

cukup jelas 

ayat (2) 
ukup jelas 

ayat (3) 
cukup jelas 

ayat (4 
yang dimaksud serior adalah senior delamn kepangikatanrya 

ayat (5 
cukup jels 
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Passl 35 

cukuIp jels 

Pasal 36 
0uku jelars 

Pasal 37 
cukup jelas. 

Pasal 38 
cukup jelas 

Peasel 39 
cukusp jels 

Pasal 40 
cukup jelas 

Pesa! 41 
cukup jelas 

Passi 42 

I 
cukup jelag 

' Pae8al 43 

t 
cukup jelas 

Pasal 44 
cukup jelgs 

Pasal 45 
ukup jelas 

Pasat 46 
cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR f! 
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